BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta pada

tahun 2023 Kota Yogyakarta hanya memiliki lahan RTHP sebesar 8.06%
yang terdiri dari taman kota dan jalur hijau sejumlah 5.0% dan pemukiman
3.06% dari ketentuan yang ada di Undang — Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang yakni sebesar 20%. Oleh karena itu, Pemerintah
Kota Yogyakarta berusaha memadukan Prinsip Good Environmental
Governance dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan
pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta dan untuk mewujudkan luas RTHP
yang diharapkan sesuai dengan Undang — Undang. Berdasarkan hasil
penelitian tentang penerapan prinsip good environmental governance
dalam penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta dapat
disimpulkan bahwa penerapannya sudah sesuai seperti yang diamanatkan
dalam Undang — Undang, namun terdapat berbagai kendala dan tantangan
yakni kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, koordinasi
antar instansi dan perubahan tata ruang sehingga prinsip-prinsip ini belum

dapat berjalan dengan optimal dan baik.

B. Saran
Bagi masyarakat diperlukan upaya yang lebih intensif untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pembangunan,

dan pengelolaan RTHP. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan
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forum warga, penyediaan informasi yang transparan, serta pemberian
insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi. Bagi Pemerintah perlu
mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk penyediaan dan
perawatan RTHP. Selain itu, dapat dipertimbangkan untuk mencari sumber
pendanaan alternatif, seperti melalui kerja sama dengan sektor swasta atau
mekanisme pembiayaan berbasis kinerja. Kemudian, perlu adanya revisi
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RTHP agar

lebih komprehensif dan mengakomodasi perkembangan terbaru.
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